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ABSTRACT
Background: Ngawi Regent Regulation Number 39 of 2008 con-
cerning Duties, Functions, and Authorities of the Ngawi Regency
Office, the function is to formulate technical policies in the health
sector. According to Government Regulation Number 36 of 2014
concerning Health Information Systems, it is written that every
health facility is required to record and report. Therefore, research
required mapping information systems based on sources and avail-
ability for decision making at the Ngawi District Health Office.
Objective: To identify the information systems and decisions made
by the Ngawi District Health Office.
Methods: This research is a type of qualitative descriptive research
that uses a case study design. The research subjects are stakehold-
ers who understand and are responsible for health programs and
policymakers within the Ngawi District Health Office. Data analysis
used thematic analysis.
Results: The Ngawi District Health Office uses 31 active applica-
tions for daily activities. The infrastructure used to support minimal
activities is laptops, applications, and internet networks. Data col-
lection starts with the primary health care, health office, and health
ministry. The decisions contained in the Ngawi District Health Of-
fice are programmed and non-programmed decisions. In 2020,
non-programmed decisions were decisions related to the Covid-19
pandemic. Information system mapping has been carried out with
an overview of the applications used by each sector in the health
office and the data sources used.
Conclusion: The Ngawi District Health Office has 31 active ap-
plications. The six applications have been integrated, 18 have not
been integrated, and 12 applications can be integrated without hav-
ing to enter the same data twice. There is no standard operating
procedure in the public health department at the health office.
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ABSTRAK
Latar Belakang: Peraturan Bupati Ngawi Nomor 39 Tahun 2008
tentang Tugas, Fungsi, dan Wewenang Dinas Kabupaten Ngawi,
fungsinya adalah perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Sis-
tem Informasi Kesehatan, tertulis bahwa setiap fasilitas kesehatan
wajib melakukan pencatatan dan pelaporan. Oleh karena itu, diper-
lukan penelitian yang memetakan sistem informasi berdasarkan
sumber dan ketersediaan untuk pengambilan keputusan di Dinas
Kesehatan Kabupaten Ngawi.
Tujuan: Untuk mengidentifikasi sistem informasi dan keputusan
apa saja yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.
Metode: Penelitian merupakan deskriptif kualitatif dan menggu-
nakan rancangan studi kasus. Subjek penelitian adalah stakeholder
yang memahami dan bertanggung jawab dalam program kesehatan
dan pembuat kebijakan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten
Ngawi. Analisis data menggunakan analisis tematik.
Hasil: Terdapat 31 aplikasi aktif yang digunakan Dinas Kesehatan
Kabupaten Ngawi untuk kegiatan sehari-hari. Sarana prasarana
yang digunakan dalam menunjang kegiatan minimal berupa lap-
top, aplikasi dan jaringan internet. Pengumpulan data dimulai dari
puskesmas, dinas kesehatan, dan ke pusat. Keputusan yang terda-
pat di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi yaitu keputusan terpro-
gram dan tidak terprogram. Pada tahun 2020 keputusan tidak ter-
program adalah keputusan terkait pandemi COVID-19. Pemetaan
sistem informasi telah dilakukan dengan gambaran aplikasi yang
digunakan oleh setiap bidang di dinas kesehatan dan sumber data
yang digunakan.
Kesimpulan: Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi memiliki 31 ap-
likasi aktif. 6 aplikasi tersebut telah terintegrasi, 18 aplikasi belum
terintegrasi, 12 aplikasi dapat saling terintegrasi tanpa harus meng-
entry data yang sama dua kali. Standard operational procedure
pada bidang kesehatan masyarakat di dinas kesehatan belum ada.

Kata Kunci: Keputusan, Pemetaan, Sistem Informasi Kesehatan
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PENDAHULUAN
Kewajiban dalam membuat keputusan tertulis pada

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Ad-
ministrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa kewa-
jiban pejabat pemerintahan adalah menetapkan kepu-
tusan tertulis atau elektronik, dan atau menetapkan
tindakan.1 Kepala dinas kesehatan mempunyai ke-
wajiban membuat keputusan dalam menetapkan tin-
dakan selanjutnya. Hal ini didukung dengan Per-
aturan Bupati Ngawi Nomor 39 Tahun 2008 yang
menjelaskan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas
Kabupaten Ngawi untuk menyusun kebijakan teknis di
bidang kesehatan.2

Dalam hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Ngawi mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan
untuk membuat dan melaksanakan kebijakan teknis
dalam bidang kesehatan di Kabupaten Ngawi. Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi diketahui meng-
gunakan data dari sistem informasi setiap bidang se-
bagai dasar pengambilan keputusan. Sistem meru-
pakan suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau
beberapa variabel yang saling terorganisasi, berinter-
aksi dan bergantung satu dengan lainnya.3 Sistem in-
formasi dan aplikasi yang beragam di Dinas Kese-
hatan Kabupaten Ngawi menyebabkan dinas kese-
hatan meng-input banyak data dan informasi kese-
hatan.

Keberadaan teknologi dan sistem informasi meng-
hasilkan informasi yang dapat menjadi bagian pent-
ing untuk menentukan strategi organisasi. Organisasi
membutuhkan informasi untuk mendukung pengam-
bilan keputusan.4 Pemanfaatan teknologi informasi di
dinas kesehatan harus lebih dimaksimalkan, khusus-
nya dalam hal pemanfaatan data dari aplikasi agar
stakeholder mendapatkan informasi untuk pengam-
bilan keputusan.5 Menurut Jogiyanto (2009), menye-
butkan bahwa informasi merupakan data yang diolah
menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti
bagi yang menerimanya.6 Informasi juga dapat diar-
tikan sebagai hasil dari pengolahan data agar men-
jadi bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya yang
menggambarkan berbagai kejadian nyata dan dapat
digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan su-
atu keputusan.7

Sutanta menyebutkan informasi menambah
pengetahuan bagi penerima sehingga menjadi bahan
pertimbangan yang mendukung proses pengambilan
keputusan, mengurangi keraguan pada saat pengam-
bilan keputusan, mengurangi risiko kegagalan dengan
pengambilan keputusan yang tepat, menghasilkan
keputusan yang lebih terarah, dan memberikan stan-
dar, aturan-aturan, ukuran-ukuran, dan keputusan un-
tuk menentukan pencapaian, sasaran dan tujuan.8 Pe-
manfaatan sistem informasi di Dinas Kesehatan Kabu-

paten Ngawi diketahui dapat mendukung pengambi-
lan keputusan. Keputusan adalah hasil pemecahan
masalah yang dihadapi dengan tegas.9 Sedangkan,
menurut George R. Terry, pengambilan keputusan
adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua atau lebih
alternatif yang ada10. Namun, pengambilan keputu-
san berdasarkan data yang dilakukan Dinas Kese-
hatan Kabupaten Ngawi masih mengalami kendala
kecepatan dan ketersediaan data yang belum up to
date. Selain itu, kemampuan Sumber Daya Manusia
(SDM) dalam input data juga menjadi kendala dalam
melakukan proses entry data program kesehatan ke
sistem informasi. Beberapa hal yang menyebabkan
rendahnya SDM adalah belum tersedianya staf IT dan
pengolahan data dari SDM di puskesmas yang masih
rendah.

Pada tahun 2020 terdapat aplikasi-aplikasi baru,
terutama aplikasi yang berkaitan dengan pandemi
COVID-19. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten
Ngawi mempunyai 31 aplikasi aktif yang digunakan
untuk kegiatan sehari-hari. Dari total 31 aplikasi
tersebut, terdapat 24 aplikasi yang memiliki sumber
data yang sama dengan yang lain. Enam aplikasi
yang telah terintegrasi dapat meningkatkan ketepatan
waktu dalam pengisian, sedangkan 18 aplikasi lain-
nya menggunakan input data yang sama tetapi belum
saling terintegrasi. Hal ini menyebabkan double job
dan pengisian aplikasi yang tidak tepat waktu, lambat,
dan tidak memuaskan. Enam aplikasi yang sudah sal-
ing terintegrasi yaitu: SIMPUSTRONIK, P-Care, SIS-
RUTE, NARL, ASPAK, Smart Checking.

Sedangkan, aplikasi-aplikasi dari lintas sektor
belum terintegrasi. Sistem informasi yang be-
rasal dari beberapa aplikasi yang ada memerlukan
pemetaan sistem berdasarkan sumber, kebutuhan,
dan bagaimana tata kelola sistem informasi dalam
proses pembuatan keputusan yang sesuai kebutuhan
di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Maka, penulis
tertarik untuk mengambil penelitian terkait Pemetaan
Sistem Informasi berdasarkan Sumber dan Kebu-
tuhan untuk Pembuatan Keputusan di Dinas Kese-
hatan Kabupaten Ngawi.

METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskrip-

tif kualitatif. Penelitian menggunakan rancangan
studi kasus, dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten
Ngawi pada Bulan Maret sampai April 2021. Subjek
penelitian berjumlah 9 orang. Subjek dipilih meng-
gunakan teknik pemilihan responden Purposive Sam-
pling. Kriteria responden adalah stakeholder yang
memahami dan bertanggung jawab dalam program
kesehatan dan pembuat kebijakan di lingkungan Di-
nas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Pemetaan sistem
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informasi dilakukan berdasarkan sumber dan kebu-
tuhan untuk pembuatan keputusan di Dinas Kese-
hatan Kabupaten Ngawi.

Penelitian menggunakan Performance of Routine
Information System Management (PRISM) Frame-
work. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti,
panduan wawancara, check list observasi, dan check
list telaah dokumen. Pengumpulan data dilakukan
dengan dua cara, yaitu: pengumpulan data primer
dan data sekunder. Data primer diperoleh den-
gan melakukan wawancara mendalam kepada Sub-
jek penelitian saat penelitian berlangsung. Kegiatan
pengumpulan data dengan wawancara dilakukan se-
cara terstruktur maupun tidak terstruktur. Sedangkan,
data sekunder diperoleh dari telaah dokumen dan ob-
servasi di dinas kesehatan. Kegiatan observasi dan
telaah dokumen melalui tatap muka (face to face)
maupun Chat WhatsApp jika informan tidak berke-
nan karena Pandemi COVID-19. Setelah melakukan
wawancara mendalam, peneliti melakukan reduksi
data, penyajian data, dan verifikasi data.

Uji keabsahan menggunakan teknik triangulasi
sumber data. Triangulasi sumber data adalah meng-
gali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai
metode dan sumber data. Dalam penelitian ini meng-
gunakan triangulasi sumber data berupa hasil wawan-
cara, hasil observasi dan hasil studi dokumentasi.
Analisis data menggunakan analisis tematik, yaitu
metode analisis dengan mengidentifikasi, menganal-
isis dan melaporkan pola-pola atau tema dalam su-
atu data. Metode ini dapat mengatur dan menggam-
barkan data secara mendetail agar dapat menafsirkan
aspek tentang topik penelitian. Peneliti memetakan
Routine Health Information System (RHIS). RHIS ter-
diri dari yaitu laporan atau sistem informasi rutin di-
gunakan sebuah organisasi kesehatan untuk pen-
ingkatan kualitas kesehatan yang lebih baik.

HASIL
Sistem Informasi Dinas Kesehatan
Kabupaten Ngawi

Sistem Informasi yang terdapat di Dinas Kese-
hatan Kabupaten Ngawi berjumlah 31 aplikasi. Sistem
informasi mempunyai fungsi untuk membuat laporan
program setiap harinya. Berikut rincian aplikasi di se-
tiap program yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten
Ngawi:

1. Bagian Umum: SIMKADIT
2. Bidang SDK: SI-SDMKes, E-Logistic, ASPAK, E-

Izin, E-Smile
3. Bidang KesMas: SmartSIF, Modul KesLing, SI-

Gizi
4. Bidang Pengendalian dan Pemberantasan

Penyakit (P2P): SIMPUS, SIPTM, SIHA, SITB,
SISMAL, SI-Imunisasi, E-FilCa, E-Wash, Smart
Checking, NARL, SI-Lap Cepat Harian, P-Care
Vaksinasi, E-Smile

5. Bidang YanKes : IKS-Ngawi, PIS-PK, P-Care, P-
SeNga, SISRUTE, YanKesTrad

6. Bidang Perencanaan : SIPD, Center View, Sim-
pusTronik, SULE, P-SeNga, SMET

Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan
Kabupaten Ngawi

Berdasarkan hasil telaah dokumen dan observasi,
diketahui terdapat berbagai sarana dan prasarana, se-
bagai berikut:

1. RENSTRA yang dibuat setiap 5 tahun sekali
2. RENJA yang dibuat setiap tahun oleh bidang

perencanaan,
3. LKJIP yang berisikan capaian, target, kendala,

solusi, feedback dan evaluasi,
4. Laporan tahunan Dinas Kesehatan yang dibuat

1 tahun sekali,
5. Laporan dari setiap bidang yang dikumpulkan

setiap bulan, triwulan dan tahunan,
6. Laporan bulanan Puskesmas di seluruh Kabu-

paten Ngawi yang berjumlah 24 Puskesmas
7. SOP pada masing-masing program kesehatan di

Dinas Kesehatan Ngawi.

Pengumpulan dan Pengolahan Data di
Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi

Terdapat perbedaan pengumpulan dan pengola-
han data pada setiap program di Dinas Kesehatan
Kabupaten Ngawi. Informan menyebutkan metode
pengumpulan data masih menggunakan offline atau
luar jaringan, misalnya dengan mengisi formulir di Mi-
crosoft Excel atau masih mengisi formulir kertas:

”Pengumpulan dan Pelaporan ada yang
bersifat online dan offline. Data dari
Puskesmas kemudian dikumpulkan ke Di-
nas Kesehatan.”
(R4)

Pengumpulan data setiap bidang sama, yaitu:
bidang menyerahkan laporan, kemudian dikirim ke
data centre oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
yang selanjutnya dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi
atau ke Kementerian Kesehatan. Sedangkan, menu-
rut informan, laporan dari bidang dikumpulkan untuk
dipublikasi dan sebagai dasar pembuatan keputusan,
informan menyebutkan bahwa semua hasil pelaporan
dari setiap bidang diolah lebih lanjut untuk dijadikan
informasi publik untuk dipublikasikan ke masyarakat:
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”Semua data di tiap Program di masing-
masing bidang diolah untuk di jadikan la-
poran yang dapat dipublikasikan kepada
masyarakat, dan digunakan sebagai acuan
pembuatan keputusan.”
(R3)

Pembuatan keputusan di Dinas Kesehatan Kabu-
paten Ngawi melibatkan kepala bidang di Dinas Ke-
sehatan Kabupaten Ngawi. Kepala dari setiap bidang
membentuk tim untuk merencanakan kegiatan sampai
melaporkan kegiatan. Selama tahun 2020, terdapat
beberapa keputusan yang dibuat oleh Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Ngawi. Keputusan yang dibuat
berdasarkan data penunjang program yang telah dio-
lah menjadi informasi, masukan dari setiap program
yang disampaikan oleh kepala bidang, regulasi atau
peraturan baru, dan adanya perubahan aturan baru
dari atasan:

”Keputusan didasari oleh data penunjang
tiap program, masukan- masukan pro-
gram, regulasi baru, perubahan aturan.”
(R4)

Proses pengambilan keputusan yaitu:

(1) Staff atau pemegang program pada setiap
bidang menyerahkan data/informasi yang telah
dianalisis dengan output berupa alternatif dan
prioritas masalah sebagai dasar untuk pengam-
bilan keputusan;

(2) Kepala bidang mengusulkan kepada sekretaris
dinas untuk mencermati atau merevisi;

(3) Kepala Dinas mengusulkan keputusan yang
menjadi alternatif pemecahan masalah menjadi
Keputusan SK/SE Kepala Dinas.

Pemetaan Sistem Informasi di Dinas Kesehatan
Kabupaten Ngawi

Dari hasil wawancara dan observasi diketahui se-
mua bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
menggunakan aplikasi. Terdapat 31 aplikasi aktif yang
digunakan, dan setiap aplikasi mempunyai sumber
data. 24 aplikasi diantaranya mempunyai sumber data
yang sama. Enam dari aplikasi yang digunakan dinas
kesehatan sudah saling terintegrasi. Namun, masih
terdapat 18 aplikasi lainnya yang belum terintegrasi.
Hal ini menyebabkan double job dan kinerja SDM tidak
efektif dan efisien.

PEMBAHASAN
Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi mempunyai

aplikasi pengumpulan data yang beragam menye-
babkan banyak data yang harus di entry ke masing-
masing aplikasi. Sistem informasi di dinas kesehatan

bermanfaat untuk pengumpulan data, penyimpanan
data, informasi, yang digunakan untuk mendukung or-
ganisasi. Namun, proses pengumpulan data masih
mengalami kendala, yaitu double job dalam entry data
dan tidak efisien dalam waktu. Integrasi data belum
maksimal karena masih terdapat double entry data
yang sama di aplikasi yang berbeda dan pada bidang
berbeda. Sistem informasi memiliki kepemilikan, man-
faat dan data yang berbeda di setiap bidangnya. Jum-
lah sistem aplikasi adalah 31 aplikasi, 24 diantaranya
memiliki sumber data yang sama. Berdasarkan jumlah
aplikasi yang memiliki sumber data yang sama, 6 ap-
likasi sudah melakukan integrasi data dan masih ter-
dapat 18 aplikasi yang belum terintegrasi. Enam ap-
likasi yang sudah saling terintegrasi yaitu: SIMPUS-
TRONIK, P-Care, SISRUTE, NARL, ASPAK, Smart
Checking.

Pada tahun 2020, terdapat beberapa aplikasi baru
muncul, khususnya aplikasi yang berkaitan dengan
pandemi COVID-19. Dinas Kesehatan Kabupaten
Ngawi telah mengikuti teori dari Yudono, di mana data
yang diperoleh dari fasilitas kesehatan di bawah di-
nas kesehatan sudah diolah menjadi informasi yang
bernilai dan memiliki arti11. Sarana dan Prasarana
yang tersedia dan menunjang pelayanan kesehatan
yaitu: komputer/laptop, jaringan internet, aplikasi di
setiap program, Microsoft, data center, SOP, dan la-
poran. Hal tersebut sesuai dengan penelitian se-
belumnya oleh Bafadal dan Daryanto, bahwa sarana
dan prasarana telah digunakan untuk berkegiatan dan
mendukung tercapainya tujuan organisasi12,13. Se-
tiap bidang memiliki semua sarana prasarana, ke-
cuali bidang kesehatan masyarakat yang menye-
butkan bahwa belum adanya SOP secara fisik atau
soft file.

Dalam sistem informasi kesehatan, pengolahan
data merupakan salah satu komponen inti. Dinas
kesehatan telah mengolah data menjadi informasi
yang digunakan sebagai salah satu dasar pengam-
bilan keputusan di hal sesuai dengan Lippeveld dan
Sauerborn.14 Proses sistem informasi dimulai dengan
analisis data dan menyajikan informasi untuk pengam-
bilan keputusan.15 Hal ini telah dilakukan dinas ke-
sehatan dan telah sesuai juga dengan teori Galster,
yaitu Ketersediaan data yang akurat dan berkelanjutan
adalah salah satu elemen penting dalam mengatasi
masalah kesehatan.16

Sistem informasi kesehatan di dinas kesehatan
adalah sistem informasi rutin berbasis elektronik
sehingga dapat menghasilkan informasi konsisten
sesuai dengan petunjuk program yang sudah terkom-
puterisasi sesuai dengan teori Care.17 Dinas kese-
hatan perlu melakukan penyusunan basis data untuk
mendukung keberhasilan implementasi Sistem Infor-
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masi Kesehatan (SIK). Basis data menyediakan infor-
masi untuk monitoring, perencanaan maupun evalu-
asi untuk pengambil kebijakan. Pengembangan ba-
sis data regional mempengaruhi essential dataset
nasional.18

Selain basis data, dinas kesehatan dapat men-
erapkan teori 3 pilar oleh Jogiyanto, yaitu: tepat
orang (relevance), tepat waktu (timeliness), dan
tepat nilainya (accurate) dalam melakukan pengumpu-
lan data dengan cara menerima data tersebut dari
unit pelayanan kesehatan, masyarakat atau sumber
data lainnya.6 WHO menjelaskan bahwa data yang
berkualitas adalah data yang akurat dan valid (ac-
curacy and validity ), yaitu data berasal dari sumber
aslinya, tepat waktu, dan mudah diakses.19 Kuali-
tas data di dinas kesehatan sudah sesuai dengan
teori WHO, yaitu tepat sasaran sesuai bidang, tepat
waktu sesuai SOP, tepat nilai karena dapat menun-
jang organisasi menjadi lebih baik, data sesuai den-
gan data lapangan, serta data ada saat data dibu-
tuhkan segera. Selain itu, informasi di dinas kese-
hatan juga dapat digunakan oleh masyarakat untuk
meningkatkan kesehatan.20

Keputusan atau kebijakan di dinas kesehatan
dibedakan menjadi dua jenis keputusan yaitu: kepu-
tusan terprogram atau keputusan rutin adalah kepu-
tusan yang dibuat berulang pada setiap program ke-
sehatan dan keputusan tidak terprogram, misalnya
keputusan terkait dengan pandemi COVID-19. Pem-
buatan keputusan ini telah sesuai dengan teori Ko-
hatsu dan Browson, yaitu berdasarkan data-data di
lapangan yang kemudian dijadikan informasi. Dinas
kesehatan mempunyai perumusan kebijakan teknis di
bidang Kesehatan. Pada Bulan Januari sampai De-
sember 2020, kepala dinas kesehatan telah mener-
bitkan Surat Keputusan terkait Kebijakan Kesehatan
di Kabupaten Ngawi perihal Pandemi COVID-19.

Proses pembuatan keputusan sebagai berikut:
kepala bidang di dinas kesehatan menerima laporan
program dari puskesmas, kepala bidang meneruskan
laporan ke sekretaris dinas kesehatan, dan kepala di-
nas memutuskan kebijakan. Sedangkan, pemetaan
sistem informasi di Dinas Kesehatan Kabupaten
Ngawi menyebutkan bahwa terdapat setiap sistem in-
formasi di setiap bidang memiliki kepemilikan, man-
faat dan data yang berbeda. Berdasarkan 31 aplikasi
yang ada, 24 aplikasi memiliki sumber data yang sama
dengan aplikasi yang lain. Namun, hanya 6 aplikasi
yang terintegrasi data : SIMPUSTRONIK, P-Care,
SISRUTE, NARL, ASPAK, Smart Checking. Sedan-
gkan, aplikasi lintas sektor lainnya belum terintegrasi.
Selain itu, pada tahun 2020 terdapat aplikasi-aplikasi
baru, terutama aplikasi pandemi COVID-19.

KESIMPULAN
Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi memiliki 31 ap-

likasi aktif yang digunakan setiap hari untuk proses
pengumpulan dan pengolahan data. Terdapat 6 ap-
likasi yang sudah saling terintegrasi yaitu: SIMPUS-
TRONIK, P-Care, SISRUTE, NARL, ASPAK, Smart
Checking. Sedangkan, 18 aplikasi lainnya belum ter-
integrasi sehingga menyebabkan double entry data.
Dinas kesehatan perlu mengintegrasikan data untuk
memudahkan staf dalam melakukan input data dan
mengurangi beban kerja staf yang melakukan dou-
ble entry data. Selain itu, Standard Operational Pro-
cedure (SOP) bidang kesehatan masyarakat belum
tersedia, baik dalam bentuk hard file atau soft file.
Hal ini menjadi salah satu kekurangan bidang terse-
but untuk menjalankan aktivitas. Dinas kesehatan
perlu segera membuat SOP di bidang kesehatan
masyarakat sebagai pedoman aktivitas kerja pada
bidang tersebut.
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